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Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hak 

asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap korban 

serta mengganggu rasa aman masyarakat. Sebagai respons terhadap meningkatnya 

kasus kekerasan seksual, negara Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur 

pemidanaan, pidana tambahan, tindakan rehabilitasi pelaku, serta perlindungan dan 

pemulihan korban. Namun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada 

tahap proses peradilan dan pelaksanaan pidana, sementara aspek pengawasan 

terhadap pelaku setelah selesai menjalani pidana penjara dan memperoleh status 

bebas murni belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaturan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan seksual pasca pemidanaan dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji 

konsep pengawasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif 

perlindungan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

doktrinal dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan 

hukum positif yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) 

untuk mengkaji doktrin, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan 

pengawasan pasca pemidanaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU TPKS dan 

KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan 

sumber tertulis lain yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis 

guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang dikaji. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hingga saat ini belum 

memiliki pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual setelah yang bersangkutan 

menyelesaikan pidana penjara atau memperoleh status bebas murni. Baik UU 

TPKS maupun KUHP masih berorientasi pada penjatuhan pidana, pidana 

tambahan, tindakan rehabilitasi, serta perlindungan korban dalam tahap 

pemidanaan, tanpa memberikan dasar hukum mengenai bentuk, jangka waktu, 

maupun lembaga yang berwenang melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap 

mantan pelaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang 

berdampak pada lemahnya upaya pencegahan residivisme serta belum optimalnya 

perlindungan masyarakat dan korban setelah pelaku bebas.
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Secara konseptual, dalam perspektif perlindungan masyarakat (social defense), 

pengawasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca pemidanaan 

merupakan instrumen preventif dan korektif yang bertujuan untuk mengendalikan 

risiko residivisme dan menjaga keamanan masyarakat. Pemidanaan berupa penjara 

semata tidak selalu mampu menghilangkan potensi bahaya yang masih melekat 

pada pelaku, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang terukur, 

proporsional, dan berbasis kepastian hukum. Konsep pengawasan tersebut idealnya 

dilaksanakan melalui pembentukan unit pengawasan khusus yang berfokus pada 

pelaku kekerasan seksual pasca pemidanaan, dengan mekanisme operasional yang 

diawali asesmen risiko sebelum pembebasan narapidana, dilanjutkan dengan 

kewajiban pelaporan berkala dan evaluasi terhadap perilaku, kepatuhan hukum, 

serta potensi residivisme setelah pelaku kembali ke lingkungan sosial. Untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan, unit tersebut dapat diperkuat melalui kerja 

sama dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari mekanisme pencegahan 

dini. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan pelaku tindak 

pidana kekerasan seksual pasca pemidanaan merupakan kebutuhan mendesak 

dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengawasan harus dipahami sebagai bagian 

dari upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan pengulangan tindak pidana, 

sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana yang secara tegas mengatur 

mekanisme pengawasan pasca pemidanaan secara proporsional, terbatas, dan 

berbasis risiko untuk menjamin perlindungan masyarakat. 
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ABSTRAK 

Permasalahan pengulangan tindak pidana kekerasan seksual disebabkan oleh 

ketiadaan pengaturan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual 

pasca pemidanaan padahal hal tersebut penting untuk mencegah residivisme. 

Penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia terutama pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHP belum diatur pengawasan 

pelaku tindak pidana kekerasan seksual pasca pemidanaan dan penting adanya 

konsep pengawasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif 

perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengawasan yang terukur, 

proporsional, dan berbasis kepastian hukum sebagai pengendalian risiko 

residivisme, dan memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban TPKS. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang 

diperoleh kemudian dianalisis deskriptif untuk menjelaskan apa yang diatur oleh 

hukum dan memberikan kritik terhadapnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hingga saat ini belum 

memiliki pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual setelah selesai menjalani pidana 

penjara atau memperoleh status bebas murni, sehingga upaya pencegahan 

residivisme dan perlindungan masyarakat masih kurang optimal. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat belum 

sepenuhnya tercapai apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan pasca 

pemidanaan. Secara konseptual, pengawasan terhadap pelaku kekerasan seksual 

pasca pemidanaan merupakan langkah yang penting dalam perspektif perlindungan 

masyarakat, karena pemidanaan berupa pidana penjara semata tidak selalu mampu 

menghilangkan risiko pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan 

konsep pengawasan yang terukur, proporsional, dan berbasis kepastian hukum 

sebagai instrumen preventif untuk mengendalikan risiko residivisme, menjamin 

keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi 

korban tindak pidana kekerasan seksual. 

Kata kunci (keyword): pengawasan pasca pemidanaan, pelaku kekerasan seksual, 

perlindungan masyarakat, residivisme.
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